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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan pada BAB III, maka 

dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan putusan Hakim terhadap nafkah anak 

dengan terjadinya cerai talak di Pengadilan Agama Painan adalah sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama 

Painan, bahwa dalam penerapan putusan hakim mengenai kewajiban 

bekas suami untuk memenuhi nafkah anak pada kasus-kassus yang 

penulis teliti tidak terlaksana sebagaimana mestinya. 

2. Banyak hal yang menjadi penyebab ketidak terlaksananya putusan 

hakim, seperti minimnya pengetahuan bekas isteri dalam menuntut 

nafkah anak terhadap bekas suami yang berprofesi sebagai Pegawai 

negeri sipil, dan lemahnya upaya dari Pengadilan Agama dalam 

membantu pihak bekas isteri untuk menuntut kepada pihak bekas suami 

mengenai nafkah anak yang tidak dibayarkan. 

B. SARAN 

Sesuai dengan permasalahan yang ada, penulis memberikan saran antara 

lain: 

1. Diharapkan kepada bekas isteri apabila bekas suami tidak melaksanakan 

kewajibannya dalam menafkahi anak pasca bercerai bisa meminta 
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bantuan dari lembaga bantuan hukum untuk menangani proses 

penuntutan nafkah kepada bekas suami. 

2. Diharapkan kepada bekas suami setelah terjadinya perceraian tidak 

melupakan tanggung jawabnya sebagai orang tua, sehingga anak dapat 

tumbuh dan berkembang dengan baik. 

3. Diharapkan kepada Hakim di Pengadilan Agama Painan untuk 

menyertakan di dalam amar putusannya, bahwa bendahara dapat 

membagi gaji bekas suami untuk memenuhi kewajibannya dalam 

menafkahi anaknya. 

4. Diharapkan bahwa Pengadilan Agama Painan perlu membentuk suatu 

kelompok yang bertugas dalam mengawasi jalannya pemenuhan hak-hak 

anak yang telah di tetapkan dalam amar putusan, sehingga membuat 

orang tua yang bersangkutan patuh dalam menjalankan kewajibannya. 
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